LEMBARAN DAERAH

N DAERAH TINGKAT
KABUPATE | II SUKOH
NOMOR : 20 TAHUN 1996 SERI D NO. iAéR JO

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : S TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun
1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 Tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukoharjo Nomor :
3 Tahun 1985 jo Perda Kabupaten Daerah Tingkat Il
Sukoharjo Nomor : 3 Tahun 1992 Tentang Perusahaan
Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sukohar}o

dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut
dan diganti ; ’
lu ditetapkan

i atas per
sebut di p -h Bank

b. bahwa sehubungan hal ter
ntang Perusahaan Daer

dengan Peraturan Daerah te
Perkreditan -Rakyat Bank Pasar ;

49
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setujuan Dewan

50

dan Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembeng,

ang .
ah Kabupaten dalam Lingkungan Proping; J:;n
. |

g Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perugap,
baran Negard Republik Indonesia Tahug ]92;2] .
Tambaha Lembaran Negara Republik Indop.

sia Nomor 2387) 5

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negar2
Republik Indonesia Nomor 3504) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993
tentang, Bank Perkreditan Rakyat ;

Keputusan Menteri Dalam Ne'geri Nomor : 60 Tahun 1919;
tentang Direksi dan Dewan Pengawas Daerah B
Perkreditan Rakyat ;

I;epuw§an Menteri Dalam Negeri : 85 Taht™ [
egawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

It:;iraUksi' Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tﬂhu'nhlolifor
ng Pelaksanaan Peraturan Menteri Dala™ Ncge;;dedi‘an
: e

4 Tah
Rakyal? 1993 tentang Perusahaan Daerah Ban

X Ly . a](at
.Pel_'Wakl]an Rakyat Daerah Kabupaten Daer ah Tin2

/
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MEMUTUSKAN

«an : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA
11 SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAANEI;{:]?R;]}TSES /
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEK
DAERAH TINGKAT 1I SUKOHARJO. en

Menetap

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Sukoharjo ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang modalnya
baik seluruhnya maupun  sebagian merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD.
BPR Bank Pasar ,

f Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar ;

g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR. Bank
Pasar ;

h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Pasar.

BAB II
PERUBAHAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2
ni Perusahaan Daerah Bank Pasar

Dengan Pefaturan Daerah i ik |
: 1 Sukoharjo diubah menjadi PD.

Kabupaten Daerah Tingkat I
BPR. Bank Pasar.
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Pasar 3

(1) PD. BPR Bank Pasar berkedudukan di Kabupage, .
Tingkat [l Sukoharjo

dapat membuka Kant

pp. BPR Bank Pasar Kantor Capy,

(2) Cabang pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanap 5]
Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di- Desa/Kelurahy,
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

PD. BPR. Bank Pasar dalam melakukan usahanya berazaskan
demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR. Bank Pasar didirikan dengan maksud dan tujuar
untuk membantu dan mendorong pertumbuhan Per"k‘)"_c’man
dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah
satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA
Pasal 6

Otonzr?]" BPR. Bank Pasar merupakan salah satu kelepgka{’aﬁ
tugas d;nDjerEh di bidang keuangan/perbankan men)alﬂm:; i
dEngan sa anya Sebagai Bank Perkreditan Rakyat )

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaima :
pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BgPR, 'g‘a :lim;ksud
menyelenggarakan tugas dan usaha antara lain : o

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan

a.
dan deposito berjangka ;

b. Memberikan fasilitas kredit dan melakukan pembinaan
khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah

c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan
dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;

d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V
MODAL
Pasal 8 .

Daerah Bank Perkreditan Rakyat

(1) Modal dasar Perusahaan
1.000.000.000,00 (satu milyar ru-

ditetapkan sebesar Rp.
piah).

(2) Modal yang telah disetor sampai dengan akhir 30 Maret
1996 sebesar Rp. 445.812.418,09 (empat ratus empat puluh
lima juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan

belas rupiah sembilan sen).

(3) Modal Perusahaan Daerah Bank Pc.:rkreditan Rakyat
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

a dimaksud pasal 8 ayat

() P za
) Perubahan modal dasar sebagaiman® " ==, o - peraturan

(1) Peraturan Daerah ini ditetapkan
Daerah.
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Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud
pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR. Bank Pasar
menyelenggarakan tugas dan usaha antara lain -

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan
dan deposito berjangka ;

b. Memberikan fasilitas kredit dan melakukan pembinaan
khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;

c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan
dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;

d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
MODAL
Pasalls_

(1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ru-

piah).

(2) Modal yang telah disetor sampai dengan akhir 30 Maret
1996 sebesar Rp. 445.812.418,09 (empat ratus empat puluh
lima juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan
belas rupiah sembilan sen).

(3) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9
(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat

(1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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(2) Penambahan modal disetor.sebagaimana
ayat (2) Peraturan Daerah ini sampaj dengan ¢, Pagy)
modal dasar ditetapkan dengan Keputusap B rp?““hinya
Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Peng:u Kepal,

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingky | Su?::; dan
| arjo,

dimakSu

BAB VI
DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWA]
Bagian Pertama
Direksi

Pasal 10

(1) PD. BPR. Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdi
dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.

(2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah
melalui Dewan Pengawas.

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan
eksekutif lainnya.

(4) Anggota Direksi bertempat tinggal di témpat kedudukan
PD. BPR. Bank Pasar.

(5) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anﬁg:;:
Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak bOIet aris
hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik mer.lum- Er.
lurus maupun ke samping termasuk menantu ks

ud ayat (%)

(6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaks oJanjutkd”

Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, unt.uk mIa Daere
Jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupatl et ibadi

e |
(7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepenugzang- Br
baik secara langsung maupun tidak langsuns b pD. B G

Bank Pasar atau usaha lain yang dibers kredit olel
Bank Pasar_ [ .

/
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Pasal 11

Yang dapat dia.ngkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga
Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki keahlian di bidang perbankan sekurang-kurangnya
1 (satu) tahun dalam opg:rasional perbankan ;

b. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;

d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
Pengadilan;

f. Sehat jasmani dan rohani.

~g. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan
' dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
dibidang perbankan dan pec:sckonomian.

~ Pasal 12

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas
usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa

jabatan dimaksud berakhir.

(2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah
tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu
‘dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indo-
nesia setempat.

o

(3) Setiap permohonan pertimbangan pengangkatan Anggota
Direksi, disampaikan kepada Kepala Cabang Banlf Indo-
nesia, dengan dilampirkan keterangan/identitas dari calon
Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :

erah tentang ‘tidak

a. Surat Keterangan Bupati Kepala Da
s . dimaksud Pasal 10

ada hubungan keluarga sebaga?mana
avat (6) Peraturan Daerah i ;
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b. Surat Keterangan lolos butuh dari L
dimana yang ber.sangkutan bekerja, apabily cslll e"‘baga
dari luar Pemerintah Daerah dan atqy, PD aB(;)n bef&sa| |

: - Beg

Pasar ; + Bap |

¢. Daftar Riwayat Hidup lengkap dengan
pendidikan dan pengalaman kerja : Memy,,

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaap (DP 3
dikeluarkan oleh atasan langsung pada Instan; Yang
bersangkutan atau keterangan dari atasan/Ingtang CYE;n
yang meliputi - loyalitas, disiplin, tanggung ja\:(:)n
kejujuran dan kepemimpinan apabila calop tersebut dé:arf
Pegawai Negeri. 1

(4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada
memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat
calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksj

(5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari
Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan
Anggota Direksi. ‘

Pasal 13

(1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan
diambil Sumpah Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR. Bank Pasar
diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat{
lawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderd

- Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepald
Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dire

oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pen
Pengawas,

ksi ditetapkd”
dapat DeW™!
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Pasal 15

1) Direksi mengurus kekayaan Perusahaan
( Perkreditan Rakyat Bank Pasar,

Daerah Bapy

i Direksi mengangkat dan memberhentikq
berdasarkan peraturan kepegawaian yang dite
Direksi dengan Persetujuan Bupati Kepala Da
Dewan Pengawas.

N pegawaj
tapkan oleh
erah melalyj

() Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja PD
BPR. Bank Pasar dengan persetujuan Bupati Kepala Daeral;
setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

(1) Direksi mewakili PD. BPR. Bank Pasar di dalam maupun
di luar Pengadilan.

(2) Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau
lebih untuk mewakili PD. BPR. Bank Pasar sebagaimana

‘dimaksud ayat (1) Pasal ini.
Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas
pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagal
berikut :

2. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pe
atau Unit Pelayanan sesuai dengan ke
ketentuan yang berlaku ;

mbantu, Kantor Kas
butuhan berdasarkan

b.  Membeli, menjual. atau' dengan cara lain n‘mendapat.kan altﬁll:
melepaskan hak atas barang-barang uweman'sdz:;l an
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesu&! ¢

Ketentuan yang berlaku ;

¢ Menggadaikan barang-barang milik pD.BPR. BanK
- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasar
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Pasal 18

(1) Anggota Direksi berhenti dengan :

a. Masa jabatannya terakhir ;

b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupat; Kepal,
Daerah karena :

a. Permintaan sendiri ;

b.  Melakukan tindakan yang merugikan pPp BPR. Bayj
Pasar ;

¢. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangay
dengan kepentingan Daerah atay Negara ;-

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat
melaksanakan tugasnya secara wajar,

Pasal 19

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud Pasa] 18 ayat (2) huruf b, ¢ dan
d Peraturan Daerah inj diberhentikan sementara oleh Bupati
Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.

(2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal inj kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan
sementaran, Dewap Pengawas sudah melakukan sidang
Ton8 dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Angsot?
an oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang
an diberhentikan atau direhabilitir.

2 . |
) gziblla dalam wakty | (satu) bulan sebagaimana dlmaks;rflI
y ( ] ) Pasal ini Dewan Pengawas Beh.lm melakuk

Persidan . o
hukum San, maka sy at perberhentian sementara batal
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3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaks
pasal ini Anggota Direksi tidak hagir, fHiaka
bersangkutan dianggap menerima keputusan yang di yang
Dewan Pengawas. g ditetapkan

ud ayat (1

(4) Keputusan ].:)ev.van Pengawas sebagaimana dimaksud ayat
(3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

(5) Apabila perbu.atan yang dilakukan oleh Anggota Direksi
merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan
diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati
Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejai( diterimanya
keberatan, Bupati Kepala Daerah harus mengambil keputusan
apakah menerima atau menolak permohonan keberatan

dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud
avat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil
Keputusan terhadap permohonan keberatan, rpaka Keputusaq
Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, batal demi

hukum.

Pasal 22

i Kepala
Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati K€P
Daerah atas biaya PD. BPR Bank Pasar;
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BAGIAN KEDUA
DEWAN PENGAWAS
pasal 23

an Pengawas menetapkan kebijaksanaan upm,,
W ¢ ; ’
De ankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaap
(8

menjal BPR. Bank Pasar berdasar peraturan perundang.

terhadap PD.
undangan yang berlaku.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangka
sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung
jawab kepada Bupati Kepala Daerah. :

(4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara
Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak

boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu

dan ipar.

(5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4)
Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk
melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati
Kepala Daerah.

(6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai
kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung
pada PD. BPR. Bank Pasar atau Badan/perorangan yang
diberi kredit oleh PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 24

Ya :
"¢ dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah

Warga Ne :
ara : j
berikut - 84ra Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagal

a. Mem . 4 .
Punyai pengetahyan di bidang perbankan, dedikasl,

akhlak

kebijaks(z{:Ll g] oral‘ yang baik serta mampu menjalankan

Pengay, Upati Kepala Daerah dalam pembinaan dan
asan PD. BpRr. Bank“Pasar -
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b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakar'). yang -
tercela ;

c. Tidak terlibat baik secara langsung maup;m tidak langsung
terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;

d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
Pengadilan;

e. Sehat jasmani dan rohani.
Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala
Daerah untuk jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud
berakhir.

(2) Sebelum menjalankan tugas Ajnggota‘ Dewan _Pengawas
dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala

Daerah.

(3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR
Bank Pasar diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat

" Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan

Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 26

Tata cara dan tata tertib menjalankan pengawasan terhadap
semua kegiatan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan
terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR. Bank

Pasar ,
(2) Pengawasan oleh Dewan P

a. Periodik sesuai dengan

engawas dapat dijalankan secara:

jadwal yang telah ditetapkan ;
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tau sewaktu-waktu di pandang perlu m et

dentil 2
[nside n Dewan Pengawas dalam menjalank,
n

peﬁimbanga
tugasny?a-
juk seorang ahli
3) E:;Enmelaksanakan tugas tertentu atas biaya PD, BP;‘

Bank Pasar
andang perlu Bupati Kepala Daerah dapa
Dewan Pengawas untuk kelancarap

ahaan Daerah Bank Perkreditan

(4) Apabila dip -
membentuk Sekretariat

tugas, atas biaya Perus
Rakyat.

Pasal 28
(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
a. Masa jabatannya berakhir ;
b. Meninggal dunia.
(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati
Kepala Daerah karena :

a. Permintaan sendiri ;

b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank
Pasar ;

¢. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan Daerah atau Negara ;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat
melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 29

(1) A
! sell]aig(:'a Dewan. Pengawas yang diduga melakukan perbuatall
dPelg"atllll]::;lE;)dlmakS“d Pasal 27 ayat (2) huruf b, € dan
Kepala Daera;?rah ini diberhentikan sementara oleh
rertulis
yat ( 1)
annya.

(2) Bupati
pati K
'Pemberhe:tri)ala Daerah memberitahukan - secard
Pasal inj ke :3 Sémentara sebagaimana dimaksud @
Pada yang bersan gkutan disertai alasan-alas
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Pasal 30

(1) selambat-lambatn.ya 1 (satu) bulan sej
sementara, Bupati Kepala Daerah sudah
yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas paling sedikit

1

2 (dua) orang untuk menetapkan apakah vifak
diberhentikan atau direhabilitir kembali. g bersangkutan

ak pemberhemian
melakukan sidang

2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan
sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi
hukum.

(3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah
ini tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima
keputusan yang ditetapkan dalam sidang.

(4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas yang dibftrhe.:ntikan, selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dlterlmanya‘}(epu;usa;
Bupati Kepala Daerah tentang 'Pemberhentlartl_, Kealzla
mengajukan keberatan secard tertulis kepada Bupati B¢p

Daerah.

. ' iterimanya
(2) Selambat-lambatnya 2 (du2) bulan sejakD ilrt::mhaarzls
permohonan keberatan, Bupati Kep.ala atz;u ! olak
mengambil keputusan apakah menerimé
permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua)
ayat (2) Pasal ini Bupati Kepal
keputusan terhadap permohonan keb
Bupati Kepala Daerah ten
hukum.

eratan, maka

tang Pemberhenti an
fl
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Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan olep, g

lé) n hasilan :
eng L atas biaya PD. BPR Bank Pasar,

Kepala Daera

Upat;

BAGIAN KETIGA
PEGAWAI

Pasal 33

Pengangkatan, Penghasilan dan Pemberhentian pegawai PD.
BPR. Bank Pasar ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. :

BAB VII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 34

(1) PD. BPR. Bank Pasar wajib mengadakan dana pensiun dan
tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawal PD. BPR. Bank
Pasar yang pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh PD.

BPR. Bank Pasar atau mengadakan kerja sama dengan piha
ketiga.
(2) ‘Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimand dimaksud
ayat (1) Pasal ini bersumber dari :

a. luran pensiun dan tunjangan hari tua dari Dire
Pegawai ;
b. Bagian dari laba ;

b

¢ Usaha-usaha lalin yang sah.

ksi dan

A

E .
' -
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BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 35

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan se
berakhir, Direksi menyampaikan rencan
anggaran PD. BPR Bank Pasar kepad
untuk mendapatkan pengesahan.

belum tahun buky
a kerja tahunan dan
a Dewan Pengawas

(2) Apabila sar.npai dengan permulaan Tahun Buky Dewan
Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana

Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar
dinyatakan berlaku. A B

(3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran
PD. BPR. Bank Pasar yang terjadi dalam Tahun Buku yang
bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR Bank Pasar
yang telah mendapat pengesahanan oleh Dewan Pengawas
disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan
kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 36 |
(1) Tahun Buku PD. BPR. Bank Pasar adalah Tahun Takwin.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun
Buku, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang t.erdql
dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan
kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

ebagaimana dimaksud

(3) Neraca dan Perhitu Rugi/Laba s
: o gt 5 h Direksi dan Ketua

ayat (2) Pasal ini ditandatangani ole
Dewan Pengawas atau seorang Anggota.

(4) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahl::: cﬁzz
Bupati Kepala Daerah member! pembebasan  tangg |

jawab kepada Direksi.
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o .+ membuat laporan Tahunan tepy
(). D:rekslb an“g,:bUsaha yang telah disahkan oleh Bu::ni
Perke]:‘Daer oh untuk disampaikan kepac.ia Gubernur Kepala
Kep:‘ah Tingkat 1 Jawa Tengah, Menteri Dalam Neger; Cq
L al Pemerintahan Umum dan Otonomi Dagryp,

. Ltur Jender .
(?;;c l;?:;,a]a Cabang Bank Indonesia setempat.
(6) Dircksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Rugj/

Laba Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumumap,
pD. BPR. Bank Pasar.

~ BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 37 :

(1) Laba bersih PD. BPR. Bank Pasar yang telah disahkan oleh
Bupati Kepala Daerah setelah dipotong Pajak ditetapkan

sebagai berikut : ‘

a. ' Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40 % ;
b. Cadangan umum ; 20 % ;
c. Cadangan tujuan .20 %,
d. Dana keSejahteraan 10 % ;
e. Jasa Produksi 10 % ;

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan
?.nggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Ingkat II' Sukoharjo setiap Tahun Anggaran.

3 :
o ? a;:S kles.ej.ahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
4 Inl antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan

Pegawaj s
: €rta untu . .
S¢jenisnya, k Perumahan Pegawai, sosial dan

. (4) Pen : :
persge%:-n aan Jasa produksi ditetapkan Direksi dan atas
Jan Bupati Kepala Daerah.
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BAB XI

WAB DAN TU
Pasal 38

(1) Anggota Direksi dan atay Pegawai PD, gp
yans .dengan SeNgaja maupun  tidak sengaja a
kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BE;)UR karena
Pasar wajib mengganti kerugian dimaksud . Bank

R Bank Pasar

BAB XII »
KERJASAMA
Pasal. 39

PD. BPR. Bank Pasar dapat melakukan kerjasam dengan Bank
Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/
Perbankan serta lembaga lainnnya dalam usaha peningkatan
modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 40

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR.
Bank Pasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 41

(I) Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar diletaptkagn
Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat P
dari Pejabat yang berwenang.

dengan
gesahan
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; h menunjuk Panitia Pem}

tj Kepala Daeral ¥ . L

(2) g;gﬂ Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat ( l Pasr;l ;:r[l)
: I‘

3) Apabila pD. BPR
kewajiban keuangan
pasar dan sisa lebih
pemerintah Daerah.

Pasal 42

Bank Pasar dibubarkan, hyt,,
dibayar dari harta kekayaan PDgBdan
/kurang menjadi mi]ik/tanggu,,g'jasgt

(1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaan Direksi dap,
Pegawai PD.BPR. Bank Pasar yang dibubarkan,

(2) Pembubaran PD BPR. Bank Pasar dilaporkan oleh Bupati
Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalap
Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dap
Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia

setempat.
BAB XV’
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

(1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan
Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
menjadi Kekayaan/asset PD. BPR. Bank Pasar yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Semua Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat
IT Sukoharjo menjadi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota
Pll'ekSI PD. BPR. Bank Pasar sampai dengan habis masd
Jabatannya. :

(3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaen

Daerah Tingkat 11 Sukoharj i oD, BPR.
Bank Pasar ukoharjo menjad.l: pggawal

.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ak
an

diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah :
pelaksanaannya. sepanjang mengenai

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1985
tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo beserta perubahannya dinyatakan tidak
berlaku. 6 ‘ '

Pasal 4&

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Darah ini dengan penempatannya
dalam Lemabran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo.

Ditétapkan die Sukohafjo
Pada tanggal 30 April 1996

D
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARIO
SUKOHARJO
Ketua D
ttd
SOEBENI {r. TEDJOSUMINTO
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DISAHKAN
san Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah 1
al : 27 Agustus
Tilnfrior: 188.3/277/1996
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
| JAWA TENGAH
Kepala Blro Hukum

Dengan Keputu

ttd

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010.088.157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 20 Tahun 1996 Seri D No. 15
Pada tanggal : 20 Desember 1996
Sekreatis Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRI HARDONO
Pembina Tk, ]
NIP. 010071319
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